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SITI NUR AISYAH M. (B111 11 393), dengan judul Tinjauan
Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh
Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Tahun 2011-2013). Di
bawah bimbingan Bapak Andi Sofyan selaku Pembimbing I dan Ibu Nur
Azisa selaku Pembimbing II.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak
dalam Wilayah Hukum Polres Pangkep serta upaya-upaya
penanggulangannya.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep, dengan memilih
tempat penelitian di Polres Pangkep, bertujuan untuk mendapatkan data
primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penyebab pelanggaran
lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polres
Pangkep, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong atau
motivasi. Motivasi ini terbagi atas dua yaitu: a. Motivasi intrinsik, perilaku
anak yang dipengaruhi oleh faktor intelegensia dan faktor usia sehingga
menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. b.
Motivasi ekstrinsik, perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor keluarga,
faktor pendidikan dan sekolah, dan faktor pergaulan anak sehingga
menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. 2.
Adapun upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulanginya
adalah : dengan dilakukannya upaya pre-emtif (awal pencegahan)
preventif (tindak lanjut dari upaya awal pencegahan) dan upaya represif
(penegakan hukum). Upaya pre-emtif yang berupa sosialisasi ke tiap
sekolah dan di lingkungan masyarakat. Upaya preventif yang berupa
penjagaan disetiap pos lalu lintas dan jalan yang ramai dengan pengguna
kendaraan bermotor. Upaya represif yang berupa teguran serta
pemanggilan orangtua/wali anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas
dan pemberian tilang (bukti pelanggaran).
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan di berbagai
bidang dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Pembangunan
di berbagai bidang dilakukan pemerintah, baik menyangkut sarana
maupun prasarana. Termasuk dalam bidang perhubungan, khususnya
lalu lintas. Dimasa modern, perkembangan transportasi terjadi sangat
cepat dan pada kenyataannya tidak diimbangi oleh kesiapan
masyarakat dalam menghadapi perkembangan tersebut. Ketidak
siapan tersebut dapat dilihat dari kesadaran hukum masyarakat dalam
menggunakan sarana transportasi. Rendahnya kesadaran masyarakat
itu juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas
yang terjadi.
Ditemukannya kendaraan bermotor sebagai alat transportasi
maka manusia dapat menjalankan aktivitas dengan cepat dan mudah.
Banyak keuntungan yang di dapat dari kendaraan bermotor ini, baik
dari segi praktis maupun ekonomis.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik tahun 2008-
2012 bahwa perkembangan jumlah kendaraan bermotor terus
mengalami peningkatan (http://bps. go.id/ tab_sub/ view.php?
kat=2&tabel= 1&daftar= 1&id_subyek= 17&notab= 12, diakses pada
2tanggal 18/10/2014). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini
tentunya memberikan dampak pada perkembangan lalu lintas yang
ada di Indonesia salah satunya di Kabupaten Pangkep, ini dapat kita
lihat dari ramainya pengguna  kendaraan bermotor disetiap jalan yang
ada di Kabupaten Pangkep.
Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat bersifat positif
maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan lalu lintas
yang bersifat positif adalah ketika memiliki aturan yang baik yang
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan,
perkembangan lalu lintas yang bersifat negatif adalah ketika aturan
tersebut tidak dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan
pengaruh terhadap keamanan lalu lintas dan keselamatan lalu lintas.
Salah satu faktor pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh
individu yang menggunakan kendaraan bermotor atau pengemudi
kendaraan bermotor. Dimana didasarkan pada kemampuan individu itu
masing-masing dalam mengendarai kendaraan bermotor. Kemampuan
individu tersebut didasarkan pula pada usia individu itu sendiri.
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (UU LLAJ), diatur bahwa “Setiap orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang
dikemudikan”. SIM ini dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan
3dari segi usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Persyaratan
dari segi usia tentunya merupakan hal yang paling penting.
Berdasarkan persyaratan tersebut, maka seseorang yang belum
mencapai usia yang ditentukan belum bisa mendapatkan SIM dan
tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Untuk
mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A, C dan D ditentukan
paling rendah usia 17 tahun. Maka, jelaslah bahwa penggunaan
kendaraan bermotor pada anak dimana belum berusia 17 tahun
merupakan pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam hal ini seorang anak dilarang mengemudikan kendaraan
bermotor dikarenakan emosi yang masih labil, kematangan berfikir
yang kurang sehingga belum mampu mengambil keputusaan dengan
cepat,  rasa tanggung jawab yang rendah dan ditambah lagi kurangnya
pemahaman akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.
Seringkali kita menjumpai pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak seperti, anak yang mengendarai kendaraan
bermotor baik roda dua maupun roda empat yang tidak memiliki Surat
Izin Mengemudi (SIM), tidak mengenakan helm Standar Nasional
Indonesia (SNI), tidak mematuhi rambu lalu litas / alat pemberi isyarat
lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Penggunaan helm SNI
ini bertujuan untuk melindungi kepala pengendara sepeda motor
sehingga terhindar dari cedera di kepala baik itu cedera ringan
maupun berat apabila terjadi kecelakaan. Hal ini lah yang harus
4dipahami oleh pengendara sepeda motor untuk mulai menyadari
pentingnya penggunaan helm SNI sebagai bagian dari keselamatan
diri. Tidak mematuhi rambu lalu lintas dan atau alat pemberi isyarat lalu
lintas juga merupakan pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi
dimana kita dapat lihat dari keseharian kita dijalan. Rambu lalu lintas
adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka,
kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan,
larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. Sedangkan alat
pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat
bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di
persimpangan atau pada ruas jalan. Rambu lalu lintas dan alat
pemberi isyarat lalu lintas menjadi hal yang penting dalam berkendara
karena ketika kita tidak menaati rambu lalu lintas dan alat pemberi
isyarat lalu lintas yang ada maka dapat menyebabkan terjadinya
kecelakaan lalu lintas.
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa
pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau
kerugian harta benda. Faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas juga
dapat berasal dari adanya suatu pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu
kita semua sebagai warga Negara Indonesia yang taat akan hukum
5wajib menaati peraturan lalu lintas sesuai dengan UU LLAJ agar
tercipta rasa aman dan nyaman saat berada di ruang lalu lintas.
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak merupakan
hal yang tidak boleh kita anggap sepele dimana seorang anak adalah
generasi muda penerus cita-cita bangsa yang harus tumbuh dan
berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun lingkungan
sosialnya.
Berdasarkan uraian diatas tentang pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi :
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang
Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Tahun
2011-2013)”.
B. Rumusan Masalah
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas
yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pangkep ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan aparat Kepolisian terhadap
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten
Pangkep ?
6C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh
aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan
oleh anak di Kabupaten Pangkep.
D. Manfaat Penelitian
1. Memberikan informasi mengenai pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak di Kabupaten Pangkep baik kepada perguruan
tinggi maupun terhadap masyarakat.
2. Sebagai bahan pengetahuan yang dapat dijadikan pertimbangan
dalam memperbaiki langkah-langkah pemecahan masalah yang
berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan
oleh anak di Kabupaten Pangkep.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mengenai Kriminologi
1. Pengertian Kriminologi
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli
antropologi Perancis, Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni
kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang
kejahatan. (A.S Alam,2010:1)
Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai
kriminologi, diantaranya :
Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2014:9)
memberikan pengertian bahwa “Kriminologi sebagai ilmu
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya”.
Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini
menjadi kriminologi murni yang mencakup :
1. Antropologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia
yang jahat (somatios). Ilmu pengetahuan ini memberikan
jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya
8mempunyai tanda-tanda  seperti apa, misalnya apakah ada
hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
2. Sosiologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan
sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok permasalahan yang
dibahas dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-
sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat
yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang
penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya
hukuman dalam hukum pidana.
Disamping Bonger membagi lima bagian cabang kriminologi, ia
juga mengatakan bahwa terdapat kriminologi terapan yang berupa :
1. Higiene Kriminil merupakan usaha yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil merupakan usaha penanggulangan kejahatan
dimana kejahatan telah terjadi.
3. Kriminalistik (police scientific) yang merupakan ilmu tentang
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan
kejahatan.
9Edwin H. Sutherland (A.S Alam,2010:3) merumuskan
“Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian
dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of knowledge
regarding crime as a social phenomenon)”.
Menurut Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,
2014:11) kriminologi mencakup “Proses-proses pembuatan hukum,
pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum”.
Sutherland  membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu
utama yaitu :
1. Sosiologi hukum
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang
dan diancam dengan suatu sanksi.Jadi yang menentukan bahwa
suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini
menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-
faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya
hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab
musabab dari  kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan
merupakan kajian yang paling utama.
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3. Penologi
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan
tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.
Herman Mannheim dalam bukunya, Comparative
Criminology (1965), membedakan kriminologi dalam arti sempit dan
dalam arti luas (Yesmil Anwar Adang,2010:8)
“Kriminologi dalam arti sempit yang tujuan utamanya adalah
kriminologi difokuskan pada mempelajari kejahatan.
Sedangkan kriminologi dalam arti luas difokuskan pada
kriminologi mempelajari penology dan metode-metode
yang berkaitan dengan masalah kejahatan”.
Michael dan Adler berpendapat mengenai kriminologi
sebagai berikut : (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2014:12)
“Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai
perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka
dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-
lembaga penertiban masyarakat dan oleh para anggota
masyarakat”.
Wolfgang Savitz dan Johnston dalam The Sociology of
Crime and Deliquency, memberikan definisi kriminologi sebagai
berikut : (Yesmil Anwar Adang,2010:10)
“Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang
kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan
dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-
keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan
faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan,
pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap
keduanya”.
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Menurut J.Constant (A.S Alam,2010:2) bahwa “Kriminologi
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor
yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.
Sedangkan menurut WME. Noach (A.S Alam,2010:2)
bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh,
sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.
2. Ruang Lingkup Kriminologi
Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu :
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making
laws);
b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws);
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan
kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga
reaksi terhadap calon pelanggaran hukum berupa upaya-upaya
pencegahan kejahatan (criminal prevention).
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B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas
1. Pengertian Pelanggaran
Pelanggaran berasal dari kata “langgar” dalam kamus besar
bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti bertubrukan atau
bertumbukan, kata “melanggar” artinya menubruk, menabrak,
menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda.
“pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana
yang lebih ringan dari pada kejahatan.
Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran.
Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi
yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih
ringan dari pelaku kejahatan. Pelanggaran adalah delik undang-
undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan yang sifat melawan
hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang
mengaturnya.
Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila
hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan
hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang
mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu
sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai
suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
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Istilah pelanggaran dalam hukum pidana, menunjukan
adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar
hukum, melanggar hukum atau Undang-Undang berarti melakukan
suatu tindak pidana atau delik. Tiap delik mengandung dua unsur
yaitu, unsur melawan hukum dan unsur kesalahan. Bila mana
dilihat dari cara terjadinya delik itu dapat digolongkan kedalam 2
golongan, yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja (dolus) dan
delik yang dilakukan dengan kealpaan (culpa).
2. Pengertian Lalu Lintas
Kata “Lalu lintas” dalam KBBI adalah (berjalan) bolak-balik,
hilir mudik di jalan raya, perihal perjalanan (kendaraan dsb).
Sedangkan pengertian lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 UU Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu gerak kendaraan dan orang di
ruang lalu lintas jalan.
Lalu Lintas menurut pandangan dari W.J.S Poerwadarminta
adalah sebagai berikut :
“Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal
perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat
dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan
udara, darat dan sebagainya”.
Dalam Pasal 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menyebutkan bahwa :
“Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu
lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu
lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi
14
gerak pindah kendaraaan, orang, dan/atau barang yang
berupa jalan dan fasilitas pendukung”.
3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggara Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap
persyaratan administrasi dan / atau pelanggaran terhadap
persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai
ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku.
Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang
ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan
oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif
maupun yuridis.
Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh
petugas Kepolisian Republik Indonesia berupa pemberian teguran
dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu
lintas. Sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan
menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat /
sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap
pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal /
berat dan dapat merusak fasilitas umum serta melakukan
penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak
penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara,
pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke siding
pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.
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Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat
ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas
diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
C. Tinjauan Umum Mengenai Anak
1. Pengertian Anak
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak
adalah keturunan kedua.  Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat
dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak
terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain
peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Beberapa
pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain :
1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.
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2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap
manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah
demi kepentingannya.
3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang
yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.
4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal
47 ayat (1) ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang
anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melakukan perkawinan.
5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 bahwa
batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa
tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun
dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat
menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak
diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP ).
6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45
ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang berumur di
bawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik
maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat
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menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya,
wali atau pemeliharaannya tanpa penjatuhan pidana,
diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau juga
dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan Pasal 45, Pasal 46,
Pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan
tidak berlaku lagi.
7) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak
nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur
18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini
adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan. Akan tetapi undang-undang ini telah diganti
dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.
8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa anak yang
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
18
Dalam penulisan ini usia anak yang dimaksud adalah usia
anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Walaupun UU No. 3 Tahun 1997 sudah tidak berlaku lagi namun
dalam penulisan ini akan dilaksanakan penelitian studi kasus tahun
2011-2013 maka masih berpatokanpada UU No. 3 Tahun 1997.
2. Pengertian Kenakalan Anak
Kenakalan anak berasal dari istilah Juvenile Delinquent yang
secara harfiah berasal dari bahasa Latin. Juvenile berasal dari kata
juvenilis yang berarti  anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada
masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan
Delinquent berasal dari kata delinquere yang berarti terabaikan,
mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-
sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau,
penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.
(Kartini Kartono,2008:6)
Adapun Paul Moedigno memberikan perumusan, mengenai
pengertian Juvenile deliquency yaitu sebagai berikut :
a) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan
suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan deliquency. Jadi
semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti
mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
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b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu
yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya
memakai celana jeans tidak, sopan, mode you cansee dan
sebagainya.
c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan
bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.
Menurut Dr. Kusumanto Juvenile Deliquency adalah :
(Sofyan S. Willis,2012:89)
“Juvenile Deliquency atau kenakalan anak dan remaja ialah
tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-
syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai
acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum
yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan”.
Menurut Romli Atmasasmita Juvenile Deliquency adalah :
(Nasir Djamil,2013:35)
“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak
dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan
pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku
serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak
yang bersangkutan”.
Menurut Hurlock (1978) kenakalan anak dan remaja
bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau beresiko.
Menurutnya, kerusakan moral bersumber dari : (Sofyan S.
Willis,2012:89)
1) Keluarga yang sibuk, keluarga retak dan keluarga
dengan single parent;
2) Menurunnya kewibawaan sekolah dalam mengawasi
anak;
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3) Peran agama yang tidak mampu menangani masalah
moral.
Dalam KBBI, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang
menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam
suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata
“juvenile delinquency” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan
tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat a-
sosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang
dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapa belas
tahun serta belum menikah.
Menurut Sudarsono suatu perbuatan dianggap delinquent
apabila : (Maidin Gultom,2008:55-56)
“Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma
yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu
perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung
unsur-unsur normatif”.
Sumber kenakalan anak atau remaja terbagi atas empat
bagian, yaitu : (Sofyan S. Willis,2012:93)
1) Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri;
2) Faktor-faktor di rumah tangga;
3) Faktor-faktor di masyarakat;
4) Faktor-faktor yang berasal dari sekolah.
Dari beberapa pendapat yang penulis paparkan diatas
menunjukkan bahwa Juvenile deliquency adalah perilaku anak
yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila
dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Namun,
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dalam UU No. 11 Tahun 2012 istilah anak nakal atau juvenile
delinquency diganti dengan istilah yang lebih halus yaitu anak yang
berkonflik dengan hukum.
D. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas
Dalam Pasal 316 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang
perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu
lintas :
Pasal 316 ayat (1) :
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 274, Pasal 275
ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281,
Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287,
Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293,
Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299,
Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305,
Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah
pelanggaran.
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja
maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung
jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan
merupakan unsur kesalahan. Beberapa pasal mengenai
pelanggaran lalu lintas yang dapat dengan mudah kita lihat dalam
kehidupan sehari-hari yang dimana dilakukan oleh anak sebagai
pengguna kendaraan bermotor dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, sebagai berikut :
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Pasal 281 :
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 287 :
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan
dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b  dipidana dengan kurungan
paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang
dinyaktakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayaat (4) huruf c dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling bayak
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara
berhenti dan parker sebagimana ketentuan  dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan
yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak
utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat
peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59, Pasal 106, ayat (4) huruf f, atau Pasal 134
pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
(5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan
yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau
paling rendah sebagimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4)
huruf g atau pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
yang melanggar aturan tata cara penggandengan kendaraan
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lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
Pasal 291 :
(1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak
mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan kurungan
paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang
membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
E. Teori-teori Sebab Terjadinya Kejahatan
1. Teori Pengembangan Moral (Develompent Theory)
Larance Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh
dalam tahap preconventional stage atau tahapan pra-konvensional, di
mana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan
“jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak
di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-
konvensional ini. Psikolog John Bowl mempelajari kebutuhan akan
kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika
tidak mendapatkan hal itu. Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa
menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk
ikatan kasih sayang. John McCord menyimpulkan bahwa variabel
kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang
tua, kurang percaya diri dari sang ibu, kekerasan ayah secara
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signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan
terhadap orang dan atau harta kekayaan.
2. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)
Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku
delinquent dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana
semua perilaku non-deliquent. Ada beberapa cara kita mempelajari
tingkah laku, antara lain :
a) Observasi Learning
Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa
individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui
behavioral modeling. Anak belajar bagaimana bertingkah- laku
secara ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama
datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.
b) Direct Experience
Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi
dipelajari melalui pelajaran langsung (direct experience).
Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif
sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-
kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan
agresi balasan.
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c) Differential Association Reinforcement
Burgness dan Akers menggabungkan learning theory dari
bandura dengan teori Differential Association Reinforcement.
Menurut teori ini, berlangsung terusnya tingkah laku kriminal
tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman.
3. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)
Teori asosiasi deferensial atau differential association
dikemukakan pertama kali oleh seorang sosiologi Amerika yaitu
Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle Of
Criminology. Ada Sembilan pernyataan dalam menjelaskan teori
tersebut, sebagai berikut : (Romli Atmasasmita,2013:24)
1) Tingkah laku criminal dipelajari;
2) Tingkah laku criminal dipelajari dalam hubungan interaksi
dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
3) Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku
kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang
intim/dekat;
4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk teknik-teknik
melakukan kejahatan, motivasi / dorongan atau alasan
pembenar;
5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalu penghayatan atas
peraturan perundangan (menyukai atau tidak menyukai);
6) Seseorang menjadi delikuen karena penghayatannya
terhadap peraturan perundangan (lebih suka melanggar
daripada menaatinya);
7) Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada
frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas;
8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui
pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal
melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap
proses belajar;
9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan
dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi
tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan
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melalui nilai-nilai kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi
karena tingkah laku noncriminal pun merupakan
pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang
sama.
Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu
mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya. Bahwa
individu-individu atau kelompok individu secara yakin dan sadar
melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini
disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli
dorongan kreatif yang untuk dia melakukan pelanggaran hukum
dalam memenuhi posesifnya. Teori asosiasi diferensial mengakui
berbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-
masing bersaing satu sama lain dengan norma dan nilai-nilainya
sendiri. Di pihak lain teori asosiasi diferensial mencari dan
mengemukakan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud
dapat dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat
yang satu kepada yang lainnya.
4. Teori Anomie
Anomie adalah istilah yang diperkenalkan oleh Emile
Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa
peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini juga
diperkenalkan oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk
menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakatnya.
Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat
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dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh
orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma inilah yang
menimbulkan perilaku menyimpang.
Mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang
berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang
menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan
norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma dalam pergaulan.
Dikatakan oleh Durkhem “Tren sosial dalam masyarakat industry
perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan
dan berkurangnya control sosial atas individu”. Individualism
meningkat dan timbul berbagai gaya hidup, yang besar
kemungkinan menciptakan perilaku yang menyimpang.
Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat
sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern
dan kota, maka kedekatan (intimacy) yang dibutuhkan untuk
melanjutkan seperangkat norma-norma umum (a common set of
rules) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-
tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin
bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem
tersebut secara bertahap runtuh dan masyarakat itu berada dalam
kondisi animie.
Merton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis,
tujuan sosial (societea goals) dan sarana-sarana yang tersedia
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(acceptable means) untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan
perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari masalah
kejahatan (a structural explanation). Teori ini berasumsi bahwa
orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki
tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam
tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan.
5. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory)
Teori Kontrol Sosial atau control social theory merujuk pada
setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku
manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk
kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan
dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain
struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.
Ada beberapa tokoh dari teori kontrol sosial, yaitu: Albert J.
Reiss, Jr., Walter Reckless, F. Ivan Nye, David Matza, Gresham
Sykes dan Travis Hirschi.
Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari
kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu: (A.S
Alam,2010:62)
a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa
anak-anak;
b. Hilangnya control tersebut;
c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara
norma-norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau di
lingkungan dekat.
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Ivan F. Nye (1958) telah mengemukakan teori social control
tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi
merupakan penjelasan bersifat kasuistis. Nye pada hakikatnya tidak
menolak adanya unsur-unsur psikologis, disamping unsur
subkultural dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus
delikuen menurut Nye disebabkan gabungan antara hasil proses
belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kejahatan atau
delikuens dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan
tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang
belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila eksternal dan internal
kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas maka
terjadilah delikuen. Menurut Nye manusia diberi kendali supaya
tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang
adequant (memadai) akan mengurangi terjadinya delikuen. Sebab
disinilah proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk
melakukan pengekangan keinginan (impulse). Disamping itu faktor
internal dan eksternal control harus kuat, juga dengan ketaatan
terhadap hukum (law-abiding).
Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri
dari : (Yesmil Anwar,2013:104)
1) Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan
pelanggaran;
3) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang
memadai, akan mengurangi terjadinya delikuen;
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4) Dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang;
5) Diharapkan remaja menaati hukum.
Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial,
yaitu :
1) Direct control imposed from without by means of restriction
and punishment (kontrol langsung yang diberikan tanpa
mempergunakan alat pembatas dan hukum);
2) Internalized control exercised from within through conscience
(kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara
sadar);
3) Indirect control related to affectional identification with parent
and other non-criminal persons (kontrol tidak langsung yang
berhubungan dengan pengenalan yang berpengaruh dengan
orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku criminal
lainnya);
4) Availability of alternative to goal and values (ketersediaan
sarana-sarana dan nilai-nilai alternative untuk mencapai
tujuan).
Hirschi tahun (1969) telah mengemukaakan teori kontrol
sosial paling andal dan sangat popular. Hirschi dengan keahliannya
merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah
memberikab suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social
bonds (ikatan sosial). Social bonds ini meliputi empat unsur, yaitu :
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a. Attachment (keterkaitan)
Bahwa keterkaitan seseorang pada (orang tua), sekolah,
atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau
menghambat yang bersangkutan untuk melakukan
kejahatan.
b. Involvement (keterlibatan)
Bahwa frekuensi kegiatan postif (belajar tekun, anggota
pramuka, panjat tebing), dan lain-lain. Cenderung
menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam
kejahatan.
c. Commitment (pendirian kuat yang positif)
Bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam
masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan,
reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang
wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.
d. Belief (pandangan nilai moral yang tinggi).
Bahwa unsur yang mewujudkan kemampuan seseorang
akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.
Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-
norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya
kewajiban moral untuk menaatinya.
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6. Teori Subkultur (Subculture Theory)
Kultur atau kebudayaan dalam hal ini menyangkut satu
kumpulan nilai dan norma yang menuntut bentuk tingkah laku
responsive sendiri yang khas pada anggota-anggota kelompok
gang. Sedangkan istilah sub mengidentifikasikan bahwa bentuk
budaya tadi bias muncul ditengah suatu system yang lebih inklusif
sifatnya.
Subkultur delikuen gang remaja itu mengaitkan sistem nilai,
kepercayaan / keyakinan, ambisi-smbisi tertentu (misalnya ambisi
materil, hidup bersantai, pola criminal, relasi heteroseksual bebas,
dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok
remaja berandal dan criminal. Sedangkan perangsangnya bisa
berupa hadiah mendapatkan status sosial ditengah kelompoknya,
pretise sosial, relasi sosial yang intim dan hadiah-hadiah materiil
lainnya.
Menurut teori subkultur ini, sumber juvenile delinquency ialah
sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang
khas dari lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat yang
didiami oleh para remaja delikuen tersebut.
Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain ialah :
1) Punya populasi yang padat;
2) Status sosial-ekonomis yang padat;
3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk;
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4) Banyak diorganisasi keluarga dan sosial bertingkat tinggi.
Oleh karena itu sumber utama kemunculan kejahatan remaja
ialah subkultur-subkultur delikuen dalam konteks yang lebih luas
dari kehidupan masyarakat umum.
Fakta juga menunjukkan bertambahnya jumlah delikuen
terjadi pada masyarakat dengan kebudayaan konflik tinggi, dan
terdapat di Negara-negara yang mengalami banyak perubahan
sosial yang serba cepat.
Dikalangan kelas menengah dan tinggi dalam masyarakat
modern sekarang, anak-anak mudanya yang hidup sejahtera dan
makmur banyak yang ikut-ikutan menjadi delikuen. Mereka banyak
yang menjadi delikuen disebabkan faktor kejmuan dan kejenuhan.
Kemewahan dan kemakmuran membuat anak tadi menjadi terlalu
manja, lemah secara mental, bosan karena terlalu lama
menganggur, tidak mampu memanfaatkan waktu kosong dengan
perbuatan yang bermanfaat dan terlalu enak hidup santai. Maka
dalam iklim subkultur makmur-santai tadi anak-anak menjadi
agresif dan memberontak, lalu berusaha mencari kompensasi
kebahagiaan bagi kehampaan jiwanya dengan melakukan
perbuatan delikuen.
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F. Upaya Penanggulangan Kejahatan
Ada tiga bagian pokok penanggulangan kejahatan secara
empirik, (A.S Alam,2010:79-80) yaitu :
1. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisan untuk
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan
dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah
menanamkan nilai-nilai moral/norma-norma yang baik sehingga
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
Meskipin ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan
tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak
akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat
menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini
berasal dari teori NKK, yaitu : Niat ditambah Kesempatan terjadi
kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu
lintas menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi
aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi
yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti
Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam
upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi.
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2. Preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut
dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya
kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
Contohnya adalah ada orang yang ingin mencuri motor, tetapi
kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada
ditempatkan penitipan motor, dengan demikian kesempatan
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya
preventif kesempatan ditutup.
3. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law





Penelitian ini dilakukan dalam Wilayah Hukum Kabupaten
Pangkep dalam hal ini bertempat di Kantor Polres Kabupaten Pangkep
khususnya dibagian Satlantas dengan pertimbangan bahwa Polres
Kabupaten Pangkep adalah instansi yang berwenang dan memiliki
kompeten dalam memberikan keterangan-keterangan maupun data-
data yang akurat dalam penelitian dalam penulisan ini.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Kualitatif
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk
informasi baik secara lisan maupun secara tertulis.
b. Data Kuantitatif





Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dengan cara
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan
dengan penelitian ini.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen instansi terkait berupa
laporan tertulis yang dibuat secara berkala.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data, yaitu :
1. Penelitian Pustaka (library research)
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari
literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan
diteliti.
2. Penelitian Lapangan (field research)
Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan
data langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum
serta anak yang mengendarai kendaraan bermotor di wilayah
hukum Polres Kabupaten Pangkep.
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D. Analisis Data
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder
diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan
disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya
dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan
berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas Yang
Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pangkep
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak artinya
menyangkut mengenai kenakalan anak. Kenakalan anak tersebut tidak
terlepas dari faktor-faktor yang mendorong anak melakukan suatu
kenakalan atau dalam hal ini berupa perbuatan pelanggaran lalu lintas.
Faktor yang mendorong ini biasa disebut dengan motivasi. Kata
motivasi dalam KBBI ialah suatu dorongan yang timbul pada diri
seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan
tujuan tertentu. Selain itu, motivasi juga berarti usaha yang dapat
menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak
melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang
dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Anak
sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam
dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak
mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi internal ataupun
eksternal dalam dirinya.
Motivasi anak dalam melakukan kenakalan terbagi atas dua
yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan
motivasi intrinsik ialah dorongan atau keinginan yang tidak perlu
disertai perangsang dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah
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dorongan yang datangnya dari luar diri seseorang. Kedua motivasi
tersebut yang dapat mempengaruhi atau mendorong  anak melakukan
perbuatan pelanggaran lalu lintas. Melalui kedua motivasi ini, maka
penulis akan memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten
Pangkep .
Tabel 1 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Pangkep
Tahun 2011-2013





Sumber : Data Satlantas Polres Pangkep
Dari sumber yang penulis dapatkan oleh Staf Satlantas
Polres Pangkep dapat penulis kemukakan bahwa, jumlah pelanggaran
lalu lintas dari tahun 2011 sampai 2013 bervariasi dengan rincian
sebagai berikut : Secara umum, pada tahun 2011 terjadi 1.596 kasus
pelanggaran lalu lintas, di tahun 2012 terjadi peningkatan yaitu
sebanyak 2.667 kasus pelanggaran lalu lintas, sedangkan pada tahun
2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang terjadi 1.265
kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat
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Kabupaten Pangkep. Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa
pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep mengalami naik-turun
jumlah kasus pelanggaran dari angka / presentase yang dapat kita
lihat dari tabel diatas.
Salah satu penyebab turunnya presentase pelanggaran lalu
lintas pada tahun 2013 dipengaruhi oleh salah satu faktor diantaranya,
upaya maksimal dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan Satlantas
Kabupaten Pangkep di lingkungan masyarakat dan juga sosialisasi ke
sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pangkep guna untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat serta anak sekolah tentang
aturan berlalu lintas sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang




Intelegensia adalah kecerdasaan seseorang atau
kesanggupan seseorang untuk menimbang dan mengambil
keputusan. Seorang anak yang memiliki kecerdasan yang
rendah dan wawasan sosial yang kurang, mereka dengan
mudah terseret untuk melakukan hal-hal negatif. Hal negatif yang
dimaksud dalam penulisan ini ialah perbuatan pelanggaran lalu
lintas. Faktor intelegensia merupakan salah satu faktor
pendukung anak melakukan suatu kenakalan.
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Kecerdasan anak mengenai wawasan berlalu lintas yang
kurang dan adanya sikap tidak disiplin dalam berlalu lintas
melatar belakangi seorang anak melakukan pelanggaran lalu
lintas tersebut. Pada umumnya setiap orang mengetahui
mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi tidak
sedikit pengendara kendaraan bermotor yang mengabaikan
peraturan lalu lintas sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu
lintas bahkan karena melakukan suatu pelanggaran lalu lintas
dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut
Briptu Muhammad Nur “Ketidakdisiplinan pengendara kendaraan
bermotor disebebkan karena jarak yang mereka tempuh tidak
terlalu jauh sehingga pengendara tersebut kadang tidak
memakai perlengkapan kendaraan seperti memakai helm dan
pelanggaran lalu lintas lainnya seperti menerobos traffic light
tanpa memikirkan akibat berbahaya yang dapat timbul dari
perbuatannya tersebut”. (Briptu Muhammad Nur, Wawancara,
Polres Pangkep, 5 Januari 2015). Ditambah lagi dengan tidak
adanya aparat polisi yang berjaga sehingga mereka berani
melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Dari hasil
wawancara terhadap 20 orang anak di Kabupaten Pangkep
mendapatkan bahwa 12 orang anak belum memiliki SIM dan 8
orang lainnya telah memiliki SIM, 9 orang anak menggunakan
helm saat mengendarai motor dan 11 orang lainnya tidak
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menggunakan helm saat mengendarai motor. Dan dari 20 orang
anak tersebut 12 orang anak mengatakan bahwa ia berani
melakukan perbuatan pelanggaran lalu lintas karena mereka
tidak melihat adanya aparat polisi yang berjaga.
Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan
bahwa seorang pengendara hanya mematuhi peraturan lalu
lintas apabila ketika melihat polisi yang sedang berjaga ataupun
berpatroli dan juga anak tersebut melakukan pelanggaran lalu
lintas tanpa memikirkan bahaya yang akan timbul pada dirinya.
Hal ini menunjukan bahwa intelegensia atau pengetahuan
seorang anak di Kabupaten Pangkep mengenai peraturan lalu
lintas dan resiko mengendarai kendaraan bermotor masih
kurang.
b. Faktor Usia
Faktor usia adalah salah satu faktor yang penting dalam
timbulnya suatu kejahatan atau kenakalan anak. Dimana dalam
hal ini usia anak dianggap belum mampu untuk mengontrol
emosinya atau emosi anak yang masih labil, kematangan
berfikir yang kurang sehingga belum mampu mengambil
keputusaan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang masih
rendah. Hal inilah yang dapat menyebabkan anak melakukan
suatu pelanggaran lalu lintas.
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Tabel 2 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Pangkep




1. 8 s/d 15 tahun 496 645 323
2. 16 s/d 18 tahun 374 621 265
3. 19 s/d 25 tahun 268 583 249
4. 25 s/d 35 tahun 245 528 231
5. 35 tahun keatas 213 290 197
Jumlah 1.596 2.667 1.265
Sumber : Data Satlantas Polres Pangkep
Dari data yang ada pada tabel menunjukkan bahwa pada
umur 8 s/d 15 tahun dan umur 16 s/d 18 tahun itu merupakan usia
anak sesuai dengan pengertian anak pada UU No. 3 Tahun 1997
dimana pada tahun 2011 berjumlah 870 kasus pelanggaran, pada
tahun 2012 berjumlah 1.266 kasus pelanggaran dan pada tahun 2013
berjumlah 588 kasus pelanggaran. Jumlah angka tersebut
menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak
di Kabupaten Pangkep lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggaran
yang dilakukan oleh umur lainnya atau umur orang dewasa
Anak pada usia tersebut mereka cenderung mencoba hal-hal
baru yang belum pernah mereka lakukan dan mencoba mencari
identitas dirinya serta sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan
sekitarnya sehingga dengan mudah melakukan pelanggaran.
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Dibandingkan dengan umur orang dewasa yang cara berfikirnya sudah
matang.
Anak pada usia pendidikan SMP dan SMA merupakan usia
anak yang rawan terjadi kenakalan karena terjadinya perubahan pada
diri mereka. Ketika anak yang sedang mengalami perubahan dalam
dirinya yaitu perubahan usia serta lingkungan yang tidak baik maka
anak tersebut lebih mudah terjerumus pada hal-hal negatif.
Tabel 3 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Pangkep




1. SD 396 645 293
2. SMP 440 741 359
3. SMA 446 794 351
4. Perguruan Tinggi 154 233 120
5. Putus Sekolah 160 254 142
Jumlah 1.596 2.667 1.265
Sumber : Data Satlantas Polres Pangkep
Dari data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep dari tahun 2011 sampai
2013 berdasarkan strata pendidikan didominasi oleh pelanggar yang
strata pendidikannya SMP dan SMA. Dari data tersebut juga
menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak
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di Kabupaten Pangkep juga didominasi oleh anak sebagai pelajar SMP
dan SMA. Anak SMP berumur sekitar 12 s/d 15 tahun sedangkan anak
SMA berumur 16 s/d 18 tahun, dimana anak pada umur tersebut
merupakan umur yang paling rawan terjadinya kenakalan anak dalam
hal ini berupa perbuatan pelanggaran lalu lintas.   Adapun hasil dari
wawancara penulis terhadap 20 orang anak di Kabupaten Pangkep, 12
orang diantaranya merupakan pelajar SMA dan 8 orang lainnya
merupakan pelajar SMP.
Tabel 4 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Pangkep




1. Motor 1010 1679 789
2. Mobil 586 988 476
Jumlah 1.596 2.667 1.265
Sumber : Data Satlantas Polres Pangkep
Dari data diatas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas
di Kabupaten Pangkep berdasarkan jenis kendaraan dari tahun 2011
sampai 2013 bahwa kendaraan bermotor roda dua atau biasa disebut
sepeda motor lebih mendominasi dibandingkan dengan roda empat
atau mobil. Jika dihubungkan dengan pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak
yang ada di Kabupaten Pangkep yang melakukan pelanggaran lalu
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lintas didominasi oleh anak yang menggunakan sepeda motor
dibandingkan dengan mobil.
Tabel V : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Pangkep




1. SIM 391 590 320
2. Rambu / Isyarat Lalu Lintas 379 485 252
3. Helm SNI 456 779 489
4. Lain-lain 370 813 204
Jumlah 1.596 2.667 1.265
Sumber : Data Satlantas Polres Pangkep
Jenis pelanggaran lalu lintas yang ada di Kabupaten
Pangkep cukup beragam dan dari hasil penelitian yang penulis telah
lakukan menunjukkan bahwa ada tiga jenis pelanggaran yang paling
banyak terjadi di Kabupaten Pangkep ialah terdapat pada pelanggaran
pasal 291 mengenai setiap orang yang mengemudikan sepeda motor
tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), selanjutnya
pelanggaran pada pasal 281 mengenai setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM,
selanjutnya juga pelanggaran pada pasal 287 mengenai setiap orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor harus mematuhi rambu lalu




Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk
membesarkan, mendewasakan dan mendapatkan pendidikan
yang pertama dan utama bagi seorang anak. Keluarga
merupakan kelompok masyarakat kecil tetapi merupakan
lingkungan yang paling kuat dalam medidik seorang anak. Oleh
karena itu faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku seorang
anak. Seorang anak sebagian waktunya berada di dalam
lingkungan keluarga maka ketika anak melakukan perbuatan
negatif, hal tersebut sebagian besar berasal dari keluarga. Peran
keluarga terutama orangtua sangat berpengaruh terhadap
perilaku seorang anak dalam melakukan kenakalan /
pelanggaran. (Bripda Sambung L, Wawancara, Polres Pangkep, 6
Januari 2015). Ia juga mengatakan agar setiap orangtua tidak
memberikan izin kepada anaknya yang belum cukup umur untuk
mendapatkan SIM dan mengendarai kendaraan bermotor.
Orangtua saat ini cenderung untuk memenuhi keinginan anak
yang seharusnya belum dapat mereka gunakan, seperti
membelikan kendaraan bermotor untuk anaknya. Mereka lebih
mementingkan kehendak anak ataupun faktor ekonomi yang
berkecukupan sehingga kurang memperhatikan mengenai
keselamatan anaknya sendiri.
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Penulis juga melakukan wawancara kepada 20 orang anak
yang menggunakan kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep,
15 orang anak mengatakan bahwa ia mendapatkan izin dari
orangtuanya mengendarai kendaraan bermotor bahkan 8 orang
diantaranya ada yang diajar oleh orangtua dan kakak mereka
mengendarai kendaraan bermotor. Dari hasil wawancara baik dari
pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan anak
sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep
menunjukkan bahwa peran serta orangtua / keluarga sangat
penting dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak dan orangtua / kelurga sebaiknya melakukan
pengawasan terhadap anaknya untuk tidak mengendarai
kendaraan bermotor jika belum cukup umur serta menaati
peraturan lalu lintas yang ada. Dengan perhatian, pengawasan,
pendidikan yang diberikan oleh orangtua / keluarga kepada
seorang anak dengan memberikan arahan kepada anak tersebut
untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena dapat
membahayakan keselamatan mereka.
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b. Faktor Pendidikan Dan Sekolah
Sekolah menjadi tempat kedua bagi seorang anak
mendapatkan pendidikan, baik dibidang keilmuan maupun dalam
berperilaku. Sekolah sebagai lembaga pendiikan seharusnya
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak agar
menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat
kepada anak tersebut.
Dalam hal pelanggaran lalu lintas seharusnya pihak sekolah
juga harus memberikan batasan kepada seluruh siswanya bahwa
dilarang menggunakan kendaraan bermotor bagi siswa yang
belum memiliki SIM. Anak sebagai siswa sekolah banyak diantara
mereka yang belum bisa mendapatkan SIM karena umur mereka
masih dibawah 17 tahun sebagai salah satu syarat mendapatkan
SIM sesuai dengan UU LLAJ. Dari hasil wawancara dengan anak
yang ada di Kabupaten Pangkep mereka mengatakan alasannya
bahwa menggunakan kendaraan bermotor karena kebutuhan
mereka untuk ke sekolah, dimana jarak dan waktu yang dapat
memudahkan mereka untuk sampai ke sekolah dengan tepat
waktu. Masih kurangnya kepedulian dari pihak sekolah mengenai
penggunaan kendaraan bermotor kepada siswanya yang
mendorong anak tersebut menggunakan kendaraan bermotor
untuk ke sekolah. Seharusnya pihak sekolah juga memperhatikan
hal ini untuk melarang setiap siswanya membawa kendaraan
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bermotor ke sekolah dan memperketat penjagaan sekolah bahwa
setiap siswanya untuk tidak membawa kendaraan bermotor ke
sekolah. Dengan hal ini maka anak yang berada dilingkungan
sekolah yang baik dengan pengetahuan dari pihak sekolah yang
diberikan dengan benar maka seorang anak seharusnya dapat
memahami dan mengerti mengenai pentingnya menaati peraturan
lalu lintas.
c. Faktor Pergaulan Anak
Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungan yang
ada disekitarnya, begitupula seorang anak yang perilakunya
dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana ia berada. Seorang
anak dapat melakukan kenakalan / pelanggaran karena salah
satu faktornya ialah lingkungan yang kurang baik atau lingkungan
yang membawa pengaruh negatif kepada anak tersebut.
Pergaulan negatiflah yang memberikan pengaruh yang menekan
dan memaksa pembentukan perilaku yang buruk kepada seorang
anak dimana dalam hal ini anak yang melakukan pelanggaran lalu
lintas. Hasil wawancara penulis dengan 20 orang anak yang
mengendarai kendaraan bermotor, 12 orang anak mengatakan
bahwa yang mengajari mereka ialah temannya dan mereka juga
mengatakan bahwa mereka mengendarai kendaraan bermotor
karena melihat temannya yang lain juga menggunakan kendaraan
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bermotor. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pergaulan
anak mejadi salah satu faktor yang penting dalam penyebab anak
mengendarai kendaraan bermotor dan faktor penyebab anak
melakukan pelanggaran lalu lintas .
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di
Kabupaten Pangkep
1. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisan untuk
mencegah terjadinya tindak pidana. Hasil wawancara penulis
dengan aparat kepolisian khususnya aparat kepolisian yang berada
dibagian Satlantas Polres Pangkep untuk menanggulangi terjadinya
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak (Aiptu Hasri L,
Wawancara, Polres Pangkep, 8 Januari 2015) mengatakan bahwa
upaya yang dilakukan ialah dengan cara sosialisasi ke tiap sekolah
baik itu SD, SMP, SMA maupun TK yang ada di Kabupaten
Pangkep sebagai upaya awal pencegahan untuk anak diusia dini.
Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres
Kabupaten Pangkep, mereka memberikan pengetahuan dan
arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya menaati
peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu
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lintas dan etika dalam berlalu lintas agar supaya tercipta ketaatan
dan kedisiplinan kepada setiap anak sekolah tersebut. Aparat
kepolisian Polres Kabupaten Pangkep khusunya bagian satlantas
juga melakukan sosialisasi ke lingkungan-lingkungan masyarakat
mengenai tata tertib berlalu lintas. Dengan adanya sosialisasi ke
tiap sekolah dan lingkungan masyarakat diharapkan agar setiap
anak dan masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep dapat
memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas sesuai dengan
UU LLAJ.
2. Preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut
dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan
oleh aparat kepolisian yang ada di Kabupaten Pangkep ialah
dengan cara berjaga pada setiap pos keamanan dan setiap sudut
jalan yang ramai dilalui pengguna kendaraan bermotor. Aparat
kepolisian juga melakukan beberapa operasi yang diperintahkan
oleh atasan mereka untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas
yang akan terjadi seperti operasi rutin (tiap hari), operasi lilin (saat
natal), operasi ketupat (saat ramadhan), operasi zebra (sekali
setahun). (Aiptu Giyono, Wawancara, Polres Pangkep, 12 Januari
2015). Dengan beberapa operasi yang dilakukan aparat kepolisian
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yang sedemikian rupanya seharusnya sudah tidak ada lagi
pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena dengan penjagaan yang
ketat seorang anak tidak akan berani untuk mengendarai
kendaraan bermotor bahkan melakukan suatu pelanggaran lalu
lintas.
3. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law
emforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Apabila polisi
menemukan anak yang tidak memiliki SIM, tidak menggunakan
helm, tidak mematuhi rambu lalu lintas ataupun melakukan
pelanggaran lalu lintas lainnya maka akan memberikan sanksi
kepada anak tersebut. Aparat kepolisian bagian Satlantas di
Kabupaten Pangkep jika menemukan anak melakukan pelanggaran
lalu lintas maka ia akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
Setelah dilakukan pendataan kemudian pihak kepolisian akan
memanggil orangtua / wali anak tersebut untuk memberitahukan
bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas agar
supaya orangtua anak tersebut juga mengetahui bahwa hal
tersebut bukan hal yang sepeleh karena dapat membahayakan
anaknya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai langkah pembinaan
kepada anak tersebut dan sebagai teguran kepada orangtua /
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walinya dalam mengawasi anaknya lebih baik lagi. Dan pemberian
tilang (bukti pelanggaran) kepada anak tersebut. Fungsi tilang
tersebut ialah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk
menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti
penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini
diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera
terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga
tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut.
Upaya pre-emtif, preventif dan represif yang dilakukan
aparat kepolisian Satlantas Polres Pangkep diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman
dan nyaman saat berada di ruang lalu lintas, walaupun dalam hal
ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara
langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap anak
yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga perlahan
akan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi.
Upaya-upaya ini merupakan proses dan perwujudan aparat
kepolisian Satlantas Polres Pangkep kepada masyarakat sebagai
upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu
lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan





Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten
Pangkep tahun 2011 sampai dengan 2013. Dengan demikian penulis
dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan
antara lain :
1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu
lintas di Kabupaten Pangkep ialah dipengaruhi oleh dua motivasi
yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik
ialah perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor intelegensia dan
faktor usia sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan
pelanggaran lalu lintas. Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah
perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga,
faktor pendidikan dan sekolah, dan faktor pergaulan anak sehingga
menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian
Polres Kabupaten Pangkep  meliputi upaya pre-emtif, preventif dan
represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang
berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan di lingkungan masyarakat.
Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal
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yang berupa penjagaan disetiap pos lalu lintas dan jalan yang
ramai dengan pengguna kendaraan bermotor. Upaya represif
sebagai upaya penegakan hukum yang berupa teguran serta
pemanggilan orangtua / wali anak yang melakukan pelanggaran
lalu lintas sebagai upaya pembinaan kepada anak dan pemberian
tilang (bukti pelanggaran).
B.  Saran
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis
lakukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :
1. Agar orangtua dan pihak sekolah lebih aktif lagi dalam memberikan
pemahaman atau pengetahuan berlalu lintas sejak dini. Sehingga
seorang anak dengan mudah mengetahui hal-hal mengenai
peraturan lalu lintas dengan baik dan benar. Serta pihak sekolah
bekerjasama dengan orangtua untuk tidak memberikan izin kepada
anak atau siswa dalam penggunaan kendaraan bermotor bagi yang
belum memiliki SIM.
2. Agar aparat kepolisian Polres Kabupaten Pangkep lebih
meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan ke tiap sekolah
dengan jadwal yang tetap dan bekerjasama dengan pihak sekolah
dalam pengawasan penggunaan kendaraan bermotor oleh setiap
siswanya.
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3. Agar aparat kepolisian Polres Kabupaten Pangkep lebih
meningkatkan lagi penjagaan diposko lalu lintas serta setiap sudut
jalan yang ramai dengan pengguna kendaraan bermotor dan lebih
tegas lagi dalam menindaki pelanggaran lalu lintas.
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